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Di tengah rentetan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi mulai awal
covid-19 sampai tahun ini, sejumlah pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
sepihak mengaku khawatir dengan kondisi keuangan mereka. Kondisi ekonomi global yang
kian tak pasti turut memicu rentetan kasus PHK dalam beberapa tahun terakhir. Sebanyak
17.000 buruh terdampak pemutusan hubungan kerja sejak Undang-undang ciptakerja disahkan.
Dalam perspektif ekonomi saat ini, variabel kesejahteraan finansial masyarakat dianggap
merupakan salah satu indikator pengukuran keberhasilan implementasi dari Undang-Undang
Cipta Kerja yang mengatur tentang cipta kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan persepsi implementasi Undang-undang Ciptakerja dengan kesejahteraan finansial
karyawan di Kabupaten Magelang. Dengan mengambil sebanyak 150 responden yang
merupakan karyawan di Kabupaten Magelang dengan rentang usia 20 — 40 tahun, pengujian
dilakukan dengan menggunakan uji korelasi kendall’s tau-b. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa terdapat hubungan antara persepsi implementasi Undang-undang Ciptakerja dengan
kesejahteraan finansial yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi 0,000 < 0,01. Selain itu, hasil
penelitian juga menunjukkan bahwa variable yang digunakan memiliki arah hubungan yang
positif dengan nilai 0,412.

Kata Kunci: Undang-undang Cipta Kerja, Kesejahteraan Finansial, Karyawan,
Kesejahteraan Karyawan

Amidst a series of waves of layoffs that have occurred since the beginning of Covid-19 until
this year, a number of workers who have been unilaterally laid off have admitted to being
worried about their financial condition. The increasingly uncertain global economic
conditions have also triggered a series of layoffs in recent years. As many as 17,000 workers
have been affected by layoffs since the Omnibus Law was passed. In the current economic
perspective, the variable of people's financial well-being is considered one of the indicators
for measuring the success of the implementation of the Omnibus Law which regulates job
creation. This study aims to determine the relationship between perceptions of the
implementation of Omnibus Law and the financial well-being of employees in Magelang
Regency. By taking 150 respondents who are employees in Magelang Regency with an age
range of 20-40 years, testing was carried out using the Kendall's tau-b correlation test. The
results of the study showed that there was a relationship between perceptions of the
implementation of Omnibus Law and financial well-being as indicated by a significance value
of 0.000 <0.01. In addition, the results of the study also show that the variables used have a
positive relationship direction with a value of 0.412.
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PENDAHULUAN

Kabupaten Magelang merupakan
salah satu kabupaten yang ada di Provinsi
Jawa Tengah dengan luas wilayah 1.087,73
km?.  Dikutip dari BPS Kabupaten
Magelang, jumlah penduduk yang ada di
Kabupaten Magelang pada tahun 2022
mencapai 1.312.573 jiwa dengan jumlah
penduduk terbanyak berada pada rentang
usia 20 - 24 tahun sejumlah 99.174 jiwa
(BPS Kabupaten Magelang, 2024).

Memiliki visi dan misi “Terwujudnya
Masyarakat Kabupaten Magelang yang
Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah”,
salah satu hal utama yang harus dilakukan
oleh pemerintah adalah untuk mewujudkan
kesejahteraan bagi masyarakat baik secara
ekonomi  maupun sosial (Pemerintah
Kabupaten Magelang, 2019). Berdasarkan
hal tersebut, maka kebutuhan dasar
masyarakat seperti, kebutuhan pangan,
sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan
harus diupayakan semaksimal mungkin.
Salah satu hal penting yang dapat dilakukan
oleh pemerintah dalam mewujudkan visi
dan misinya adalah dengan memperhatikan
kesejahteraan finansial bagi masyarakat
Kabupaten Magelang yang berprofesi
sebagai karyawan.

Riitsalu, dkk (2023) menjelaskan
bahwa kesejahteraan finansial merupakan
persepsi atau cara pandang mengenai
kemampuan  untuk  mempertahankan
standar hidup dan kebebasan finansial yang
diinginkan. Sedangkan Sabri, dkk (2020)
mendefinisikan  kesejahteraan finansial
sebagai kondisi keuangan yang sehat,
berbahagia, dan tenang dalam menghadapi
kegiatan sehari-hari karena keseimbangan
keuangan yang dimilikinya. Berdasarkan
pengertian dari para ahli, maka dapat
disimpulkan bahwa kesejahteraan finansial
merupakan kepuasan seseorang terhadap
situasi keuangannya dan mampu menjalani

kehidupan sehari-hari tanpa memiliki
ketakutan terhadap keuangan.

Dikutip dari Championhealth.co.uk,
The Workplace Health Report
mengungkapkan bahwa kesejahteraan
finansial yang buruk menjadi salah satu
penyebab karyawan mengalami stress di
luar pekerjaan (Pindar, 2023). Oleh karena
itu, kesejahteraan finansial bagi karyawan
sangat diperlukan agar karyawan tidak
mendapatkan sumber stress lain yang bukan
berasal dari pekerjaan, sehingga Kkinerja
mereka dapat meningkat. Ketika karyawan
memiliki kebebasan finansial, maka mereka
akan merasa bahagia dan berakibat pada
Kinerja mereka, di mana mereka akan
menjadi lebih bersemangan, bekerja keras,
dan menjadi lebih produktif. Bruggen, dkk
(2017) menyebutkan bahwa terdapat tiga
dimensi kesejahteraan finansial, yaitu
financial preparedness for emergency,
Current money management stress, dan
Perceived financial security.

Survei yang dilakukan oleh Price
Water Cooper (PwC) pada tahun 2023
terkait kesejahteraan finansial karyawan
yang dilakukan pada 3.638 responden
mengungkapkan  bahwa dari  2.199
karyawan yang mengalami stres secara
finansial, sebanyak 73%  karyawan
mengaku akan tertarik pada perusahaan lain
yang lebih peduli terhadap kesejahteraan
finansial mereka. Dalam survei yang sama,
data menunjukkan bahwa karyawan yang
stres finansial akan cenderung untuk
berhenti bekerja (PwC, 2023). Berdasarkan
survei tersebut, maka dapat dikatakan
bahwa dengan kesejahteraan finansial,
maka karyawan akan berusaha untuk tetap
bekerja di perusahaan saat ini, mereka tidak
akan berpikir untuk berhenti bekerja dan
mencari perusahaan yang menawarkan gaji
tinggi. Dengan demikian, karyawan akan



berusaha untuk meningkatkan kinerjanya
tanpa berfikir lain-lain.

Dikutip dari jatengprov.go.id, Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
Kabupaten Magelang berada di kisaran
Rp2.316.890 (Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah, 2023). Jika dibandingkan dengan
biaya hidup yang ada di Kabupaten
Magelang, angka ini terbilang tinggi. Hal
ini didasarkan pada data yang ditampilkan
oleh BPS Kabupaten Magelang mengenai
Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten
Magelang 2022, di mana rata-rata
pengeluaran per kapita sebulan menurut
kelompok komoditas dan kelompok
pengeluaran adalah sebesar Rp 930.609
(BPS Kabupaten Magelang, 2022). Namun,
kenyataan di lapangan mengatakan bahwa
pengeluaran tidak hanya untuk kebutuhan
pangan saja, melainkan juga kebutuhan lain
seperti biaya sekolah, biaya rumah, biaya
transportasi, dan yang lainnya, yang
membuat kesejahteraan finansial karyawan
di Kabupaten Magelang menjadi rendah.

Di tengah rentetan gelombang
pemutusan hubungan kerja (PHK) yang
terjadi mulai awal covid-19 sampai tahun
ini, sejumlah pekerja korban Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) sepihak mengaku
khawatir dengan kondisi keuangan mereka.
Kondisi ekonomi global yang kian tak pasti
turut memicu rentetan kasus PHK dalam
beberapa tahun terakhir. Dikutip dari BBC
News Indonesia (2022), Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) telah
mencatat lebih dari 17.000 buruh yang
terdampak pemutusan hubungan kerja sejak
Undang-Undang Cipta kerja disahkan.
Alasan itu dimungkinkan oleh Peraturan
Pemerintah (Perppu) Nomor 35 tahun 2021
Pasal 43 ayat 1 yang berbunyi “Pengusaha
dapat melakukan pemutusan hubungan
kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan
Perusahaan melakukan efisiensi yang

disebabkan Perusahaan mengalami
kerugian” jadi alasan perusahaan sedang
mengalami  kerugian menjadi  dasar
perusahaan untuk melakukan pemutusan
hubungan kerja secara sepihak sehingga
akan mengakibatkan buruknya keuangan
masyarakat. Ketika masalah keuangan yang
memburuk dari waktu ke waktu akan
menimbulkan dampak menurunnya
produktivitas, ketidakstabilan pendapatan
dan penurunan pekerjaan (Delafrooz &
Paim, 2011).

Penelitian yang telah dilakukan oleh
Kurniawati dan Lestari (2022)
menyebutkan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi  kesejahteraan  finansial
antara lain, financial knowledge, financial
socialization, financial behavior, financial
literacy, dan financial strain. Persepsi
implementasi Undang-Undang Cipta Kerja
dipilih sebagai variabel bebas dalam
penelitian ini, karena peneliti berasumsi
bahwa implementasi Undang-Undang
Cipta Kerja termasuk dalam Financial
knowledge atau pengetahuan finansial.
Pengetahuan  finansial adalah  suatu
pemahaman, pengertian, dan suatu konsep
keuangan yang diperlukan untuk digunakan
di dalam kehidupan sehari-hari dalam
membantu mengelola keuangan yang baik
(Iramani & Lutfi, 2021)

Dalam perspektif ekonomi saat ini,
variabel kesejahteraan finansial masyarakat
dianggap merupakan salah satu indikator
pengukuran keberhasilan implementasi dari
Undang-Undang Cipta Kerja yang
mengatur tentang cipta kerja. Tujuan utama
Undang-Undang Cipta Kerja adalah
mengatasi hal tersebut, dengan tetap
memperhatikan kesejahteraan kaum buruh
serta keselamatan lingkungan melalui
kesejahteraan karyawan. Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
atau Undang-Undang Cipta Kerja yang



mulai berlaku pada 31 maret 2023 memiliki
tujuan untuk menetapkan peraturan
pemerintah (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022
berisi upaya perubahan pengaturan yang
berkaitan kemudahan, perlindungan, dan
pemberdayaan koperasi dan usaha mikro,
kecil, dan  menengah, peningkatan
ekosistem investasi, dan percepatan proyek
strategis nasional, termasuk peningkatan
perlindungan dan kesejahteraan pekerja
dilakukan melalui perubahan Undang-
Undang sektor yang belum mendukung
terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin
percepatan cipta kerja. Peraturan tersebut
diharapkan dapat meningkatkan
kesejahteraan Masyarakat dan mengurangi
angka kemiskinan. Namun dengan
disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja
tersebut memunculkan pro Kkontra di
masyarakat  terutama pada  Klaster
ketenagakerjaan yang dianggap menjadi
ancaman bagi masyarakat salah satunya
keadilan bagi para pekerja terkait sistem
ketenagakerjaan di Indonesia. Oleh karena
itu, penelitian mengenai implementasi
Undang-Undang Cipta Kerja dengan
kesejahteraan karyawan di Kabupaten
Magelang sangat menarik untuk diteliti.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah
kuantitatif dengan variabel bebas Persepsi
Implementasi Undang-undang Cipta Kerja
dan variabel tergantung Kesejahteraan
Finansial Karyawan.

Persepsi Implementasi Undang-undang
Cipta Kerja

Undang-Undang Ciptakerja  mengatur
mengenai upaya cipta kerja yang
diharapkan mampu menyerap tenaga kerja
Indonesia yang seluas-luasnya di tengah
persaingan yang semakin kompetitif dan
tuntutan globalisasi ekonomi. Cipta Kerja
adalah upaya penciptaan kerja melalui
usaha kemudahan, perlindungan, dan

pemberdayaan koperasi dan usaha mikro,
kecil, dan menengah, peningkatan
ekosistem investasi dan kemudahan
berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat
dan percepatan proyek strategis nasional.
1. Kognisi
a. Favorable
1). Perhitungan upah minimal
disesuaikan dengan kondisi
Perusahaan  dan  penilaian
pemerintah.
2). Pengaturan pekerja alih
daya  (outsourcing)  untuk
mencari  karyawan  sesuai
kebutuhan  Perusahaan  dan
memenuhi  kebutuhan tenaga
terampil.
3). Jumlah uang pesangon yang
diberikan sesuai dengan masa
kerja.
4). Istirahat Panjang dan cuti
bersifat opsional yang diberikan
sesuai dengan kesepakatan
antara Perusahaan dan
karyawan.
b. Unfavorable
1). Menurut saya perhitungan
upah minimum akan
menimbulkan  ketidakpastian
hukum bagi para pekerja yang
pengupahanya tergantung
penilaian  pemerintah  dan
Perusahaan.
2). Dengan  tidak  adanya
spesifikasi yang jelas pekerja
outsourcing semakin  bebas
tanpa ada kebijakan yang jelas.
3). Menurut pendapat saya
masa kerja menjadi batas
minimal  perhitungan  uang
pesangon.
4). Istirahat Panjang dan cuti
diberikan sekurang-kurangnya 2
bulan setelah 6 tahun bekerja.
2. Konasi
a. Favorable

1). Saya selalu  menerima
bagaimanapun perhitungan
upah  minimal berdasarkan

kondisi perusahaan



2). demi memenuhi kebutuhan
karyawan dan tenaga terampil
Perusahaan, saya setuju dengan
outsourcing.
3). Dengan pesangon sesuai
dengan masa kerja, membuat
karyawan semakin
meningkatkan produktivitas
agar tetap bertahan lebih lama.
4). Saya selalu bersedia dengan
aturan libur Panjang dan cuti
dari Perusahaan.

b. Unfavorable
1). Saya tidak  menerima
perhitungan  upah  minimal
berdasarkan kondisi Perusahaan
dan pemerintah.
2). Tenaga outsourcing
menurut saya memberikan
ketidakpastian hak dan
kewajiban.
3). Saya tidak setuju dengan
uang pesangon sesuai dengan
masa kerja.
4). Menurut saya libur Panjang
dan cuti merupakan hak setiap
karyawan.

3. Afeksi

a. Favorable
1). Upah minimal yang rendah
akan mempengaruhi motivasi
kerja karyawan.
2). Menjadi tenaga ahli dan
outsourcing akan membuat saya
belajar lebih dalam tentang
keahlian saya.
3). Besarnya uang pesangon
akan mempengaruhi
produktivitas kerja saya.
4). Saya pikir saat ini libur
Panjang dan cuti  belum
mempengaruhi  produktivitas
saya.

b. Unfavorable
1). Saya merasa kurang
bersemangat  apabila  upah
minimal rendah.
2). Menjadi tenaga outsourcing
akan membuat saya khawatir
dengan kepastian karir saya.

3). Ketidakpastian jumlah uang
pesangon akan mengganggu
Kinerja saya.

4). Saya merasa lebih Lelah dan
kurang optimal Ketika saya
Lelah dan butuh libur Panjang.

Kesejahteraan Finansial Karyawan
Kesejahteraan finansial atau Financial well-
being adalah suatu keadaan dimana
individu merasa sehat dan bahagia secara
finansial, serta merasa bebas dari rasa
cemas akan kejadian buruk yang berkaitan
dengan kondisi finansialnya (Chong dkk.,
2021).
1. Financial preparedness for
emergency
a. Jika saya kehilangan pekerjaan
hari ini, saya akan mampu menutupi
pengeluaran saya sampai saya
menemukan pekerjaan baru
b. Saya secara rutin berhasil
menghemat sejumlah uang dari
uang penghasilan saya
c. Saya sudah bisa menabung cukup
banyak uang untuk mengamankan
kehidupan masa depan saya
d. Saya yakin saya tidak akan
pernah mendapatkan hal-hal yang
diinginkan dalam hidup saya karena
kondisi keuangan saya yang buruk
e. Saya menganggap batas kredit
sebagai uang tunai tambahan
(sebagai penyangga tunai) setiap
kali saya merencanakan anggaran
saya
2. Current money management stress
a. Keuangan saya mempunyai kuasa
penuh atas hidup saya
b. Setiap kali saya merasa
bertanggung jawab atas keuangan
saya, saya merasa kehilangan arah
c. Saya tidak dapat menikmati hidup
karena terlalu sibuk dengan uang
saya
d. Saya sering khawatir tentang
keuangan pribadi saya secara umum
e. Saya khawatir mengenai
pemenuhan biaya hidup bulanan
saya



f. Saya mengalami tekanan finansial
tingkat sedang saat ini
g. Saya puas dengan
keuangan saya saat ini

3. Perceived financial security
a. Saya sering meminjam uang
untuk membayar hutang saya
b. Saya berencana mengamankan
masa depan saya secara finansial
c. Tujuan keuangan saya yang telah
ditetapkan akan tercapai
d. Saya tidak khawatir dengan
situasi keuangan saya saat ini

situasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kategorisasi Variabel Persepsi
Implementasi Undang-undang Cipta
Kerja
Skor | Kategorisasi F Persentase

16 -31 Rendah 0 0%

32 - 47 Cukup 30 20%

48 — 64 Baik 120 80%

Total 150 100%

Pada variabel Persepsi Implementasi

Undang-undang Ciptakerja, didapatkan
hasil bahwa  mayoritas  responden
cenderung memberikan jawaban dengan
skor tinggi pada setiap item pernyataan
yang disediakan. Berdasarkan hal tersebut,
maka dapat dikatakan bahwa responden
menyetujui  dengan pernyataan yang
disediakan. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa mayoritas responden
termasuk pada kategori persepsi baik
dengan persentase mencapai 80%.

Kategorisasi Variabel Kesejahteraan

Finansial Karyawan di Kabupaten
Magelang
Skor | Kategorisasi F Persentase
24 —47 Rendah 0 0%
48-71 Cukup 31 20,67%
72-96 Baik 119 79,33%
Total 150 100%

Pada variabel Kesejahteraan Finansial,
didapatkan  hasil bahwa  mayoritas
responden cenderung memberikan jawaban
dengan skor tinggi pada setiap item
pernyataan yang disediakan. Berdasarkan
hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa
responden menyetujui dengan pernyataan

yang disediakan. Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa mayoritas responden
termasuk pada kategori kesejahteraan baik
dengan persentase mencapai 79,33%.

HASIL UJI ASUMSI
Uji Normalitas

Unstandardiz
ed Residual
N 150
Normal Mean
Parameters(a,b) 0000000
su. 5,20029525
Deviation
Most Extreme Absolute
. ,067
Differences
Positive ,027
Negative -,067
Kolmogorov-Smirnov Z ,822
Asymp. Sig. (2-tailed) ,508

Hasil uji normalitas di atas menunjukkan
bahwa kedua variabel yang digunakan
dalam penelitian ini terdistribusi secara
normal. Hal ini ditandai oleh nilai
signifikansi yang menunjukkan nilai 0,508
yang berarti lebih besar dari 0,05. Dengan
demikian, berdasarkan ketentuan  uji
normalitas  kolmogorov-smirnov, data
dinyatakan terdistibusi normal. Oleh karena
itu, persyaratan normalitas pada penelitian
ini sudah terpenuhi.

Uji Linieritas
Sig.
X * Between (Combined) 000
Y Groups '
Linearity ,000
Deviation from
Linearity ,505
Within Groups
Total

Hasil uji linieritas di atas menunjukkan
bahwa kedua variabel yang digunakan
dalam penelitian ini terdapat hubungan
linier secara signifikan. Hal ini ditandai
oleh nilai Deviation from Linearity Sig.
yang menunjukkan angka 0,505 yang
berarti lebih besar dari 0,05.



HASIL UJI HIPOTESIS

X Y
Kendal X Correlation
I's Coefficient 1,000 | ,412(**)
tau b
Sig. (2-
tailed) - 000
N 150 150

Y Correlation 412(%%) 1,000

Coefficient

Sig. (2-

tailed) ,000 :
N 150 150

Berdasarkan hasil uji korelasi kendall’s tau-
b, didapatkan nilai signifikansi 0,000 yang
berarti kurang dari 0,01. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan
yang signifikan (nyata) antara variabel
Persepsi Implementasi Undang-Undang
Cipta Kerja dengan Kesejahteraan
Finansial Karyawan di  Kabupaten
Magelang. Diketahui bahwa hasil uji
menunjukkan nilai koefisien korelasi antar
variabel adalah 0,412 yang berarti bahwa
hubungan antara variabel berada pada
hubungan cukup. Data juga menunjukkan
bahwa arah hubungan bernilai positif, di
mana koefisien korelasi bernilai positif
yaitu sebesar 0,412. Maka dapat dikatakan
bahwa terdapat hubungan yang positif
antara variabel. Berdasarkan hal tersebut,
maka dapat disimpulkan bahwa hubungan
antara Persepsi Implementasi Undang-
Undang Cipta Kerja dengan Kesejahteraan
Finansial Karyawan di  Kabupaten
Magelang adalah signifikan, cukup, dan
searah positif.

KESIMPULAN

Berdasarkan  penelitian  yang telah
dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
hipotesis yang diajukan diterima dan sesuai
dengan indikator yang digunakan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terdapat
hubungan  antara  antara  Persepsi
Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja
dengan Kesejahteraan Finansial Karyawan
di Kabupaten Magelang sesuai hasil nilai
uji  korelasi  kendall’s tau-b  yang
menunjukkan nilai signifikansi 0,000. Tak
hanya itu saja, nilai koefisien korelasi juga

menunjukkan angka positif 0,412 yang
berarti bahwa hubungan yang terjadi di
antara variabel berada pada kategori cukup
dan memiliki arah hubungan yang positif.

SARAN

Berdasarkan  pembahasan pada bab
sebelumnya, terdapat saran untuk beberapa
pihak.

1. Untuk Perusahaan/Instansi di
Kabupaten Magelang
Meskipun  hasil  penelitian
menunjukkan bahwa
kesejahteraan finansial yang
dimiliki oleh karyawan berada
pada kategori baik, perusahaan
tetap harus memperhatikan
kinerja karyawan dan selalu
melakukan evaluasi kerja secara
rutin.

2. Untuk Peneliti  Selanjutnya
Penelitian ini masih banyak
terdapat kekurangan, sehingga
diharapkan untuk penelitian
selanjutnya bisa
mengembangkan penelitian
dengan menggunakan metode
lain atau memperluas objek
penelitian sehingga data yang
didapatkan  akan  semakin
banyak yang berarti penelitian
juga akan semakin baik. Selain
itu, peneliti selanjutnya juga
dapat menggunakan faktor lain
yang dapat mempengaruhi
kesejahteraan finansial
karyawan.
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